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KEPUTUSAN
NOMOR 32 TAHUN 1995

TENTANSG

TATA CARA PENYELESAIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DIDALAM HILAYAH KDTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WAL IXKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA

»”

bahwa dalam rangka lebih memudahkan dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian izin men
dirikan bangunan agar tercapainya tertib perkotaan
dan tertib bangunan sesuai dengan ketentuan Peratur-—
an Perundang-undangan yang berlaku, serta memper-~
lancar dan meningkatkan penanaman modal dengan
Penyederhanaan Prosedur Perizinan, maka dipandang
perlu ditetapkan Tata Cara Penvelesaian Izin Mendiri
kan Bangunan didalam Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Surabava, dengan suatu Keputusan.

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -
pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Femben
tukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi
Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta Jjo. Undang-undang Nomor 2
Tahun 1965 ;

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengeloclaan Lingkungan
Hidup 3 .

4, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 19Bé tentang
Andlisis Mengenai Dampak Lingkungan ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang
Iiin Usaha Industri

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang
Pekeriaan Umum kepada Daerah Tingkat I dan Daerah
Tingkat II ;

7. Peraturan FPemerintah Nomor & Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

8. Keputusan Presiden Nomor %7 Tahun 1993 tentang
Tata Cara Penanaman Modal 3
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987
tentang Pedoran Fenyusunan Rencana Kata ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993
tentang Izin Mendirikan Bangunan Dan 1zin Undang-
undang Gangguan Bagi Ferusahaan Industri j;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya Nomor 23 Tabhun 1978 tentang Master Plan
Surabaya 2000 j;

12. Peraturan Daerah Kotamadya ©Daerah Tingkat i1
Surabaya Nomor 18 Tahun 1587 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas
Pengawasan Bangunan Daerah Kptamadya Daerah
Tingkat II Surabaya.

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang 1zin
Mendirikan Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat
11 Surabaya 3

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11

Surabava Nomor 13 Tahun 1994 tentang Retribusi
Pelayanan dibidar; Bangunan.

MEMUTUSKAN

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11
tentang Tata Cara Penyslosaian Izin Mendirikan
Bangunan di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 1II
Surabava. .
BAB 1
KETEMTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Surabaya j

b. Kepala Daerah, adalabh Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya 3
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Dimas Pengawasan Bangunan Daerah, adalah Dinas
Fengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya ;

Kepala Dinas, adalab Kepala Dinas Pengawasan
Bangunan Daerah Kotamadya Daeralh Tingkat 11
Surabaya 3

Fejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas ;

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan
kegiatan industri pengolahan vyang dilenghkapi
dengan sarana, prasarana dan fasilitas penuniang
lainnya yang disediakan dan dikelola cleh
Perusahaan Kawasan Industri j

Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan
badan hukum vang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang
mengelola Kawasan Industri j

Perusahaan Industri adalah perusahaan yang
bergerak dalam bidang industri vang berada dalam
kawasan industri dan di luar kawasan industri
tetapi didalam R.U.T.R. vang PMDN/PMA maupun yang
Non PMDN/PMA 3

Penanam Modal adalah perusahaan industri PMDN,
PMA, Non PMDN dan Non PMA dalam kawasan industri
maupun vang diluar kawasan industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1
1 Tahun 1947 dan perusahaan Nasional atau
perorargan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-
undang Nomor &6 Tahun 1968 3

I2in lokasi adalah izin yang diberikan kepada
Penanam Modal atas rencana penggunaan lahan dalam
suatu Wilayah tertentu dengan maksud untuk
pembebasan hak atas tanah sesuai dengan Rencana
Tata Ruang Wilayab ;

Izin Mendirikam Bangunan, adalah lzin untuk men-—
dirikan bangunan vyang dikeluarkan oleh Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Retribusi, adalah retribusi vyang dipungut atas
dasar pemberian Izin mendirikan Bangunan 3

Permohonan, adalah permohonan tertulis untuk
mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan j

Pemohon, adalah setiap orang atau badan hukum
yvang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin
Mendirikan Bangunan.
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BAB X1
PERSYARATAN IZIN

Pasal 2

cetiap kegiatan mendirikan bangunan didalam
Wilayah Kotamadya Daerab Tingkat II Surabaysa,
harus terlebih dabulu mendapat Izin Mendirikan
Bangunan {IMB) 3

Untuk memperocleh Izin Mendirikan Bangunan {IMB)
sebagaimara dimaksud pada ayat 1 pasal ini,
pemnchon harus mengajukan permohonan kepada

. Kepala Daerah melalui Pejabat vyang gitunjuk

dengan persyaratan sebagai berikut @
a. Bangunan Rumah Tinggal :

1. mengisi Tformulir yang sudah disediakan
cleh Dinas Pengawasan Bangunan Daerahn j

2. melampirkan foto copy KTP, tanda lunas PBB
& Kartu NPWPD ;3

3. melampirkan foto copy surat bukti hak
penguasaan/kepemilikan atas tanah yang
sab 3

4, melampirkan hasil penelitian lokasi/
keterangan rencana kota dari Dinas Tata
Kota Daerah apabila diperlukan j

5. melampirkan gambar Rancangan Bangunan
{(Bestek) sebanyvak 4 set j;

5. melampirkan gambar & perhitungan konstruk-
si kayu/beton/besi sebanyak 2 set untuk
pangunan bertingkat atau bangunan yang
dipandang perlu diperhitungkan konstruk-

sinva ;

7. melampirkan Surat Fembebasan SIP dar:i
Dinas Perumahan ( bagi perumahan yang ber
SIP )

8. melunasi Pembayaran Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan ;
b. Bangunan Non Rumah Tinggal :

1. mengisi formulir yang sudah disediakan
oleh Dinas Pengawasan Bangunan Daerah 3

2. melampirkan foto copy KTP, tanda lunas PBB
& kartu NPWPD ;
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(1)

(2)

3. melampirkan foto topy gurat bukti hak
penguasaan/kepemilikan atas tanah vang
sah 3

4., izin Lokasi bila diperlukan ;3

5. melampirkan Surat ketentuan persyaratan
Perencanaan Pembangunan (SKP-3) 3

4. melampirkan syarat zoning dari Dinas Tata
Kota Daerabh 3

7. melampirkan gambar rancangan bangunan
{Bestek) sebanyak 4 set ;

8. melampirkan gambar & perhitungan konstruk-
si kayu/ beton/besi sebanyak 2 set untuk
bangunan bertingkat atau bangunan yang
dipandang perlu diperhitungkan konstruk-
sinya

2. melunasi pembayaran retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.

BAB I11
MEKANISME PENYELESAIAN IZIN
Pasal 3

Pemghon

a. Mengambil formulir permohonan yang sudah di
sedliakan oleh Dinas Pengawasan Bangunan
Daerah melalui Loket I dan mengisinya dengan
benar ;j

b. Formulir permohonan yang telah diisi oleh
pemnohon dengan dilampiri berkas—berkas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan
ini, oleh pemobhon diserahkan kepada Sub
Bagian Tata Usaha Dinas Pengawasan Bangunan
Daerah melalui loket I.

- —— o ——

a. Mepeliti kelengkapan berkas permohonan Yyang
diajukan oleh pemohon sesuai ketentuan yang
berlaku, apabila sudah lengkap kepatda pemohon
diterikan Tanda terima.



b. Menyerahkan berkas permohonan kepada Kepala

Seksi Perizinan Bangunan dan mengirimkan
tembusan permohonan ke Seksi Pemetaan,
Penomoran dan Pengarsipan serta Seksi

Pengawasan dan FPenertiban Bangunan sebagai
informasi untuk pemeriksaan awal { kegiatan
ini diselesaikan dalem waktu 1 (satu) hari 3.

{3) Kasi Perizinan Bangunan :

Setelah menerima berkas pérmohonan dari Loket I,
Seksi Perizinan Bangunan melakukan kegiatan :

&. melakukan penelitian pendahuluan rencana
arsitektur, konstruksi, instalasi dan perleng
kapan bangunan ;

b. melakukan pemeriksaan lokasi bila diperlukan;

c. membuat rincian perhitungan retribusi Izin
Mendirikan Bangunan 3

g. memberikan pertimbangan berupa persetujuan
atau penolakan atas permochonan j

e. menyiapkan konsep surat panggilan mengenai
kekurangan persyaratan teknis 3

f. menyerahkan kembali berkas permohonan kepada
Loket I.
[ kegiatan ini diselesaikan Galam waktu 4
{empat) hari 1.

{4) Loket I :

— - ——— 1o

a. Menerima berkas permohonan dari Kasi Peri-
zinan Bangunan j

b. Membuat Surat Pengantar pembayaran retribusi
Jzin Mendirikan Bangunan ke loket Bendaha-
rawan khusus Fenerima Dinas Pendapatan Daerah

c. Menyiapkan Surat Panggilan wepada pemohon
untuk membayar Retribusi, kekurangan persya-
ratan teknis dan surat penolakan permohonan
yang ditandatangani oleh Kepala Dinas 3

d. Menyampaikan Surat Fengantar Fembayaran Retri-
busi Izin Mendirikan Bangunan dan surat
jawaban permohonan/penolakan Izin Mendirikan
Bangunan kepada pemohon.

{ kegiatan ini diselesaikan dalam waktu 1
{satu) hari 1.

KN L. ira
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(3)

(&)

(7)

(8)

Pemohon @

———— —— — —

a. Apabila permohonan dapat disetujui, malka
dengan Pengantar Pembayaran Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan, Femohon melunasi
pembavyaran diloket Bendaharawan Khusus
Penerima Dinas Pendapatan Daerabh ;

b. Menyerahkan lembar 11 tanda bukti pembayaran
retribusi Izin Mendirikan Bangunan kepada
Loket I.

a. Menerima lembar 11 Tanda Bukti Pembayaran
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari
pemohon

b. Mencatat kedalam Buku Agenda 3

€. Menverahkan berkas permohonan yang telah
dilengkapi tanda bukti pembayaran retribusi
kepada Kepala Seksi Pemetaan, Penomoran dan
Pengarsipan.
[ kegiatan ini diselesaikan dalam waktu 1
(satu) bari J.

Kepala Seksi Pemetaan,Penomoran dan Pengarsipan.

- - ————— ————— — - — —— —— —————— T (T — - S G T S S T e e e S e e

a. Menerima berkas permohonan dari Loket I ;

b. Mengadakan pengecekan di lapangan guna
penetapan nama Jalan dan Nomor Bangunan bila
diperlukan ;j

c. Melakukan penetapan nama 3jalan dan Nomor
Bangunan terhadap berkas permohonan ;

d. Menyerahkan berkas permohonan kepada Kepala
Seksi Perizinan.
[kegiatan ini diselesaikan dalam waktu maksi-
mal 3 (tiga) haril.

Kepala Seksi Perizinan Bangunan @

a. Menerima berkas permohonan dari Kepala Seksi
Pemetaan, Penomoran dan Pengarsipan ;

b. Melakukan pemeriksaan akhir tentang rencana
arsitektur, konstruktur, instalasi dan per-
lengkapan bangunan serta revisi gambar
bangunan apabila diperlukan j;
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(10)

{11)

(12)

c. Menyiapkan rancangan Surat Izin Mendirikan
Bangunan ;

d. Menyerahkan berkas permohonan kepada Kepala
Sub Bagian Tata Usaha 3
[ xegiatan ini diselesaikan dalam waktu 2
{gua} hari 1.

Sub Bagian Tata Usaha :

oy i - e T e o ——

a. Menerima berkas permohonan dari Kepala Seksi
Perizinan ;

b. Menyelesaikan pengetikan Rancangan Surat Izin
Mendirikan Bangunan ;

r. Menvampaikan Rancangan Surat Izin Mendirikan
Bangunan kepada Kepala Dinas untuk ditanda
tangani { kegiatan ini diselesaikan dalam
waktu 2 ¢(dua) hari J.

Kepala Dinas :

I o e e vt e e b A g S S

Menandatangani Rancangan Surat Izin menjadi
Surat Izin Mendirikan Bangunan [kegiatan ini
diselesaikan dalam [ waktu 2 {(dua) hari ].

Loket 11} { Sub Bag Tata Usaha ) :

a. Membububhi nomor dan tanggal Surat Izin Men-
dirikan Bangunan ;

b. Menyiapkan Plat Nomor Bangunanj

c. Memanggil pemohon Izirm Mendirikan Bangunan j;

d. Menyiapkan bukti penyerahan Surat Izin
Mendirikan Bangunan kepada Femohon ;

e. Menyerahkan Surat Izin Mendirikan Bangunan
kepada pemohon.

f. Menyerahkan berkas Surat Izin Mendirikan
Bangunan kepada Sie Pengawasan dan FPener-
tiban Bangunan.

Pemohon :

B e

a. Menandatangani Bukti Penyerahan Surat Izin
Mendirikan Bangunan

b. Menerima Surat lzin Mendirikan Bangunan.



{13) Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan:

—.—_—.‘.4.--.--—_——__.__..-_...____.__._*....._._—._._.......—-.--—-—_---._‘_.....- ——

a. Berdasarkan berkas Surat Izin Mendirikan
Bangunan melakukan pengawasan lapangan dan
pengecekan akhir terhadap pelaksanaan Surat
izin Mendirikan Bangunan j;

b. Menyerahkan berkas Surat Izip © Mendirikan
Bangunan yang dinvatakan telah selesail kepada
Sie Pemetaan, Pencomoran dan Pengarsipan.

{14) Kepala Seksi Pemetaan,Penomoran dan Pengarsipan :

—__._.._.,_...._-.____._——......_.-....._.-...._._.......,.._-_——_..—__._..._.._..‘-_-_—_.._.__--—.

Menyimpan arsip Surat Izin Mendirikan Bangunan
sesuai ketentuan yang berlaku.

S
BAB v
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN
. Pasal 4
*
i1zin Mendirikan Bangunan berlaku selamanya,
kecuali teriadi perubahan fisik atas bangunan Yyang
telah memperoleh izin.
BAB '
BENTUK DAN PENANDATANGANAN IZIN
Pasal S

(1) Izin Mendirikan Bangunan berbentuk Surat Izin i

(2) Penandatanganan Surat lzin Mendirikan Bangunan
pleh Kepala Dinas.

BAB Vi

FORMUL IR YANG DIGUNAKAN DALAM PENYELESAIAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal &

}e‘

(1) Formulir vang digunakan dalam penyelesaian Izin
Mendirikan Bangunan sebagai berikut :

%
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a. Surat permohonan  untuk memperclehb Izin
Mendirikan Bangunan sebagaimana dinyatakan
dalam Lampiran 1 Keputusan ini 3

b. Surat keterangan dari Kelurahan sebagaimana
dinvatakan dalam Lampiran 11 Keputusan ini j;

c. Surat pernyataan pemohon sebagaimana
dinyatakan dalam Lampiran 111 Keputusan imi 3

d. Surat Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana

dinyatakan dalam Lampiran IV Keputusan ini ;

(2) Tata Urutan / Arus Kerja Penyelesaian Izin
Mendirikan Bangunan sebagaimana dinyatakan dalam
Lampiran V Keputusan ini.

BAB VII

I1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI
PERUSAHAAN INDUSTRI

Pasal 7
{1) Perusahaan kawasan industri atau perusahaan
industri vang a&akan mendirikan bangunan dan

Sarana penunjangnya wajib mengajukan permohonan
{zin Mendirikan Bangunan (IMB) 3

(2) Permohonan IMB sebagaimana tersebut dalam ayat
(1y pasal ini diajukan kepada Kepala Daerah
melalui Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerabh;

{3} Permohonan IMB perusahaan industri dalam kawasan
industri dapat diajukan langsung oleh perusahaan
industri atau melalul perusahaan kawasan
industri kepada Kepala Daerah melalui Kepala
Dinas Pengawasan Bangunan Daerah 3

(4} Permohonan Izin Mendirikan Bangunan diajukan
dengan formulir yang disediakan oleb Dinas
Pengawasan Bangunan Daerah sebagaimana dinya-
takan dalam Lampiran VI Keputusan ini.

Pasal 8

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
Keputusan ini diajukan dengan dilengkapi persya—
ratan sebagai berikut @

SKIMB.X. ira
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€1)

(2)

(3)

(4)

(5}

Fotc Copy Surat Izin Lokasi

Foto Copy KTP atau bukti diri penandatanganan
permohonan j

Fote Copy akta Pendirian Perusahaan bagi yang
perstatus badan hukum/badan usaha, atau rekaman
anggaran dasar yang sudah disahkan bagi koperasi;

Qurat Kuasa apabila penandatanganan permohbnan
bukan dilakukan oleh pemochon sendiri 3

Foto Copy sertipikat hak atas tanah atau bukti
peroleban tanabh j

Foto Copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir j

Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan
mematuhi persyaratanﬁpersyaratan teknis bangunan
sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh
Menteri Pekerjaan umum, serta garis sempadan
jalan, koefisien dasar bangunan gan koefisien
iantai bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerab 3

Fotp Copy rencana tata bangunan dan prasarana
Lawasan industri yang disetujui Kepala Daerah
dengan penunjukan lokasi kapling untuk bangunan
yang bersangkutan, bagi perusahaan industri yang
berickasi di kawasan industri.

Pasal g

Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah
mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan
permohonan IMB dimaksud Pasal B ;

Jika persyaratan telah lengkap dan benar
per mohonan diterima dan diberikan tanda bukt:i
penerimaan j

Dalam jangka waktu 2 {duaj hari kerja setelah
permchonan diterima, peiabat sebagaimana
tersebut ayat (1) pasal ini menetapkan besarnya
retribusi yang wajib dibayar 3

Berdasarkan penetapan sebsgaimana tersebut ayat
{3) pasal ini pemohon membayar retribusi: ;

Setelah melunasi retribusi sebagaimana tersebut
dalam ayat (4) pasal ini pemohon dapat melaksa—
nakanh pembangunan bangunan Secara fisik 3
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{6) Setelah bangunan selesai peaohon wajib menyam-—
paikan laporan secara tertulis dilengkapi
dengan :

a. Berita Acara Pemeriksaan dari pengawas yang
telah diakreditasi ;

b. Gambar siap bangun (as built drawings) 3

c. Foto Caopy bukti pembavaran retribusi.

Pasal 10

{1) Berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemeriksaan
Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah atas
nama Kepala Dasrah menerbitkan IMB ;

{2) Jdangka waktu penerbitan IMB ditetapkan selambat-
lambatnya 12 {(dua belas) hari kerja terhitung
sejak diterimanvya laporan dan Berita Acara
Pemeriksaan ;

{3} IMB sebagaimana tersebut dalam ayat (1)
Pasal impi sekaligus berlaku bagi penggunaan
bBangunan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka

Keputusan HWalikotamadya Kepala Daerah Tingkat I1I

Surabaya Nomor 51 Tahun 1994 dan ketentuan vang

pernah ada sepanjang bertentangan dengan Keputusan

ini, dinyatakan tidak berlaku iagi.

Pasal 12

(1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tangoal
ditetapkan 3

(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya.

Ditetapkan di : S U R ABAY A
Pada Tanggal : 4 April 1995

e ——— = - S P - ———— L ———— —_———

WAL IKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT IT1 SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAKWIRO



Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 No. 16 Tgl. 28 April 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat Il Surabaya

g

\fepaijéﬁagian Hukum
o, B/ '//

-

" MOM. FARUG, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293
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SAL INAN

Peribal

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT 1I SURABAYA
NOMOR : 32 TAHUN 1995
TANGGAL : 4 APRIL 1995

Surat Permohonan 1jin Mendirikan Bangunan (IMB)

Surabaya, tanggal....... 19..

Permohonan 1jin Mendirikan Kepada
Bangunan (IMB) Yth : Bapak Walikotamadya
—————————————————————————— Kepala Daerah Tingkat Il
Surabava
Melalui,

Kepala Dinas Pengawasan
Bangunan Daerah
Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
di

SURABAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a
Pekeriaan

Al amat
Bertindak atas nama
Al amapt

[T T I LI T R T

dengan ini mengajukan FPermohonan Memperoleh Surat 1jin
Mendirikan Bangunan {mendirikan/merubah/memperbaiki bangunan/
bangunan utama/bangunan tambaban/bangunan lain «<%>» ; dari
kayu/batu/beton/besi <¥> ).

Digunakan sebagai - T IR I
Terletak diatas persil  ..... G heerrese s caa s me e

: Kelurahan ..r-.evssersnsrrereasasss

: Kecamatan .seeereasrocosesnsccosans

Status tanah T L
Pekeriaan pembangunan tersebut dilakukan oleh kami

cendiri/diborongkan kepada @

N a m a L aesesseersEsrmememesresrranctaas
Alamat S
Keterangan 1ain — lain : ..c-cveeracsarorcncarsrenn-- .
Sebagai bahan pertimbangan berikut ini kami lampirkan

kelengkapan surat permohonan sebagai berikut :

- Foto copy KTP, tanda lunas PBB & kartu NFPWPD.

-~ Foto copy surat bukti hak penguasaan/kepemilikan tanan
vang sah.

- Hasil penelitian lokasi/syarat zoning dari Dinas Tata
Kota Daerah.

(L-IMB123.K.ira)
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- fGambar Rancangan Bangunan (Bestek) sebanyak 4 set.

- Perhitungan dan gambar konstruksi kavu/betor besi
sebanyak 2 set (%¥}.

- Burat Ketentuan Persyaratan Perencanaan Fembangunan
{SKP3}, untuk banguran Norn Rumah Tinggal.

~ I13in lokasi (%%x).

Demikian surat permchonan ini kami buat, dengan harapan

untuk memperoleb persetujuan.

Pemi

B e

o . s s g it s Gt AR ew VL W A AL A Sfak ik e e e e i —

Menvetujui Pemohon tersebut diatas
lik tanah/Kuasa atas tanah

bermeterai

Rp. 1000, -

{nama terang) (nama terang)

¥) Coret vang tidak perlu
¥X) Bila diperlukan.

WAL IKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SLUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat I1 Surabava

Kepala#B gian Hukum

MOH.

FARUG, S.H.

Penata Tk. I

NIP'

{(L-IMB123.K.ira)

510 029 293



SAL INAN LAMPIR

s — g — b =

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Kelurahan : ... 50200000 rs
Kecamatan H

Dengan ini menerangkan bahwa @
Nama

Pekerjaan
Alamat

® 2 5 T B P AP SR RS PN E s e s e A

& 2 8 P 8 B I B VY NREEDRTP PR - »

EL N T I T )

# 8 & 4 B E N WSS S ® s rEEE N .

AN 11 KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA
NOMOR : 32 TAHUN 1995
TANGGAL @ 4 APRIL 1995

[P s e s ——

KETERANGAN

s ——— — e —— e SR S —

~ Yang bersangkutan mengaiukan permohonan Izip Mendirikan Bangunan untuk :

mepdirikan / m e r u b a h / mempe
Terletak di atas persil : ...... -
"Status Tanah :

------ "=

> ¢ & 2 s -

Atas Permohonan tersebut, kami nya
kan IMB nya adalah benar-benar mil

vang dikuasakan kepada pemohon (X
atau tidak dalam sengketa tanah /

Demikian surat keterangan ini, d
mestinya.

Mengetahui :
Camat

i R i O —— —— T — . A A T —

¥. Caret vang tidak perlu

Salinan sesual dengan aslinya
&n. Sekretaris Kotamadya Daerah
-4, Tingkat Il Surabaya

.iikgpal Bagian Hukum
‘&I' ‘l'll“_. ’i/—:\-":_-_’_——"—‘

‘MOH. FARUD, S.H.
Penata Th. I
NIP. S10 029 293

(L-IMB123.K.ira)

rbaiki ¥ Bangunan ....csse. cemee s .-

P A L S 2 2 a2 2 B ®Fr® &8s TS LT, ¥ w e s
P B I O A I LR B R A A I A A PR A R B

P R A A R B B L I L R

takan bahwa persil/tanah yvang dimohon-
ik 2.vrscorensas serercnnsen cenraer s
) serta tidak terdapat suatu masalah
bangunan.

ibuat untuk dipergunakan sebagaimana

Surabaysa,
Kepala Kelurahan

v e i i A —— o =t g o T—

WAL IXOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT I1 SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO
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-SAL INAN LAMPIRAN J1T1 KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEFALA
DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA
NOMOR 32 TAHUN 1995
TANGGAL : 4 APRIL 1995

——— [ e e e p

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama
Pekerjaan
Alamat

¢ ®» B % o @ 4 & 4 4 ¥ A W N 2 E S S W RS PT W NS E A Y NP EE S 4 @ 4 4 0 8 =8 v nw

---------- 4 @ R 2 B2 E P S W R NS B M M MW SN S ENE SN E S S a ek kS sEE e

----- P e @ 4 = = w B & A E B A SN WA A E RN R aE E N ERRNE RN A s hoas ks,

2 g 8 v & B e o9 a # B 2 & @ w s AR E & S I RN NS S N A R WA NN YT AP T T A e &

Berkenaan dengan surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan

kami tertanggasl... icececrreecenaaeans eeceeresresstdntuk { mendirikan /
merubah/memperbaiki/menambah ]} bangunan ¥Yang .«cccccartreranrenvenronann
terletak di atas persil Jjalan ............Kelurahan ..cccecrccnsuans

Kecamatan ......+...2.4..... Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
bengan ini menyatakan :

1. Bahwa kami, berijanji tidak akan melaksanakan pekerjaan pembangunan
dalam bhentuk apapun di atas persil tersebut di atas sebelum
memperoleh izin dari Pemerintah Kotamadya Tingkat II Surabaya.

?. Bahwa setelah sebanyak 3 kali kami dipanggil oleh Dinas Pengawasan
Bangunan untuk melunasi pembayaran retribusi IMB maupun diminta
melengkapi kekurangan persyaratan, sehubungan dengan permchonan IMZ
ini tidak juga dipenuhi maka permohonan IMB tersebut dapat dinvyatakanr
batal.

3. Bahwa kami akan melaksanakan pekerjaan pembangunan sesuai dengan
igin yang berlaku serta bertanggung Jjawab atas segala kerusakan
disekitarnya, yang ditimbulkan akibat pembangunan kami.

4. Bahwa tanah/bangunan dilokasi tersebut tidak dalam sengketa/perkara,
pleh karema itu bilamana permchonan IMB ini disetujui dan apabila
dikemudian hari ternyata timbul masalah/sengketa tanah/bangunan
gilokasi tersebut, maka kami setuju dan tidak keberatan terhadap IMB
yang diberikan nanti untuk diadakan peninjauan kembali dan atau
dibatalkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam rangkap dua dan
kami tandatangani dengan penub rasa kesadaran tanpa ada paksaan dari
siapapun serta digunakan seperlunya dan apabila ternyata kami melanggar
pernyataan tersebut diatas, maka kami sanggup untuk ditindak menurut
diambil oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya terhadap
pelanggaran tersebut diatas.

Surabava, tanggal....ssererreveevsss 19..

Kami yvang menyatakan

(ll.lllll’lI--.-.--h-‘b.....-.‘)

WAL IKDTAMADYA KEFALA DAERAH

Salinan sesuai dengan asliinya TINGKAT 1 SURABAYA
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
- {;;\\\ Tingkat 11 Surabaysa ttd.
epalaﬁgian Hukum H. SUNARTO SUMOPRAWIRO
,""‘\—
/

MOH. FARUQ, S.H.
Penata Tk. 1
NIP. S10 029 253

(L-IMB123.K.ira)



SAL INAN LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN WAL IKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT IT1 SURABAYA
NOMOR : 32 TAHUN 1995
TANGGAL : 4 APRIL 1995

SURAT IXIZIN
KEPALA DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAI TINGKAT 1I SURABAYA
NOMOR TAHUN 1995

TENTANG
1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

 KEPALA DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Dasar T Be eecesasessmEsevavavasmaneaes e r s s mamEe .. v an.

Kepada ¢

Nama 1 SR s i mevreessasaseanra e aersarr e san s en-
Alamal & i eecosesvescisessesrneserm sy
Untuk T eerreaesneseara N e e e s s

Dikeluarkan di : SURABAYRA
Pada Tanggal :
KEPALA DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINBKAT II SURABAYA

NAMA TERANG

Tembusan :

Yth- 1. > # & B R B & & » % ® 5 s =B FENEDp

2' * s B P e e b s b s SsNE s » s e e

L ————— — T $ i T o e T T o s G e i et e e

WAL IKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT 11 SURABAYA
Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya ttd.
Kabagy Hukum
) . H. SUNARTO SUMOPRAWIRO
. T
e —
MOH. FARUG, S.H.
Penata FTk. I
NIP., 510 029 293

{L-INB4RS. K. ira)

fo
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PEL AKSANAAN [MB DAN KEWAJIBAN FEMEGANG IMB

PERATURAN DAERAH KODYA DATI 11 SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 1932

1. Pekerjaan mendirikan bangunan baru dapat dimulaisetelah IMB
diterima olebh pemohon kecuali bagi perusahaan kawasan industri
atau perusahaan industri vyang dapat memulai pekerjaan mendirikan
bangunan setelah melunasi retribusi IMB j;

2. Pemasangan petok atau tanda Saris Sempadan Pagar, Garis Sempadan
Bangunan dan ketinggian (peil) dalam rangka pelaksanaan
merdirikan bangunan dilaksanakan coleh petugas ;

3. Pelaksanaan pendirian bangunan harus sesuai dengan IMB yang

dikeluarkan j;

4, Selama pekerjaan pendirian bangunan dilaksanakan, pemegang IMB
diwajibkan menutup persil tempat ketinggian dengan pagar pengaman
sesual ketentuan vang berlaku dan memasang papan petunjuk yang
memuat keteranganr tentang IMB atas bangunan tersebut ;

3. ﬁilamana terdapat sarana dan atau prasarana kota vang terkena
atau mengganggu rencana pembangunan, pelaksanaan pemindahan atau
.pengamanannya tidak boleh dilakukan sendiri tetapi harus
‘dikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pemegang IMB ;

&. Selama pekerjaan pendirian bangunan dilaksanakan, pemegang IMB
diwajibkan untuk menempatkan IMB berserta lampirannya ditemapt
pekerjaan agar setiap saat petugas dapat membuat catatan tentang
hasil pemeriksaan umum yYang dila .ukan ;

7. Pemegang IMB diwajibkan memper kenankan petugas-petugas yang akan
melaksanakan pemeriksaan banguann j

2. Pemegang IMB diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada
Kela Daerah tentang saat seliesainya selurub pekerjaan mendirikan
bangunan sesuai dengan IMB celambat—-lambatnya dalam wakiu 7 x 24
jam setelah pekerjaan tersebut selesai

%, Apabila pendirian bangunan perusahaan kawasan industri atau
perusahaan telah selesai dilaksanakan, maka pemohon IMB dimaksud
waijib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk dilengkapli dengan

a. Berita acara pemeriksaan dari pengawas yang telah diakreditasi
b. Gambar siap bangun (asbuillt drawing)
c. Rekaman bukti pembayaran retribusi IMB

10.IMB dapat dibatalkan atau dicabut apabila :

a. Setelah 6 bulan sejak tanggal ditetapkannya Surat Keuputsan
IMB pelaksanaan pembangunan belum juga dimulai ;

b. Dalam waktu & bulan berturut-turut pelaskanaan pembangunan
terhenti sebagain atau selurubnya sehingga bangunan tidak
dapat berfungsi sebagaimana mestinva 3

c. Dikemudian hari ternyata keterangan atau lampiran persyaratan

permohonan [MB yang diajukan palsu atau dipalsukan baik
sebagian maupun seiurvhnya 3

{L-1NBALb.X ira)
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ka

d. Pelaksanaan pekerjaan merndirikan bangunan tidak cspsuai dengan
IMB serta ketentuan lain yang berlaku 3

Terhadap bangunan yang telab dicabut IMB-nya, & bulan terhitung
sejak pencabutannya dan tidak ada penyelesaian tanjutan, maka
bangunan harus dibongkar sendiri atau dibongkar paksa oleh
petugas dengan biaya pemilik Dbangunan.

{L-INB4L6.X. ira}
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SAL INAN

Nomot
Lampiran
Perihal

fL-[MBM6.K. ira)

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 32 TAHUN 1995
TANGGAL. : 4 APRIL 1990

——— b e it ey s b, WP St s s

Kepada

Yth. Bapak Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya
Izin Mendirikan Melaluil,
Bangunan (IMB} Kepala Dinas Pengawasan
——————————————— Bangunan Daerah Kotamadys
Daerah Tingkat I1 Surabava
di
SURABAY A

- v——— ke o . o s i ST

Kami vyang bertanda tangan dibawah ini, hertindak

ufntuk dan atas NaAMa - cscserer-carascensrreneecscns cenr e
dengan ini mengajukan permohonan [zin Mendirikan Bangunan
untuk PemMbanguUNan ....ccevsrerroreneaveororrocan-- dengan

keterangan sebagail berikut :

1. a. Nama Pemohon S e s e r e anann
b. Jabatan Femochon

(13

2. a. Alamat Kantor i e s e cerreawr s A

Nomor Telepon
b. Alamat Proyek

LT ¥ ]

c. Penanggung Jawab Proyek

3. Lokasi/Letak Bangunan :
a. Kelurahan
H. Kecamatan
£. Kotamadya
d. Bangunan tersebut ditepi
jalan

(T L B T

*»

4, Ltuas lantai bangunan :
a. Bangunan utama/pabrik
b. Bangunan Kantor
€. Perumahan karyawan
d. Lain-lain

P I A RN A A I A T A A AN AR A

#® ¥ @ ® » 4 ® 4 B RIS RN EREIET TN

2 m e m > s >k 3 kR RS RS LS R~ rr s

[T T T T

2 » 2 W P s P w s ke kSRR T YT N

5. Izin Mendirikan Bangunan Lama/Bangunan yang telah ada
NO..cvswscrnorsean.. tanggal ...c.cvevenenn

&. Status tanabh ¢ ... e s s s e asEarrerna s e s o um



€

7. Catatan Keterangan lain-lain :

Tembusan :

Ketua BKPMD ... ccvrreceracensuns
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kepala Bagian Pemerintahan

Salinan sesuai dengan aslinva
on. Sekkodya Dati Il Surabaya
' Kabag. Hukum

'
__—_——-'_/’,-‘—
MOH. FARUG, S.H. |

Perata Tk. I
NIP. 510 029 293

{L-THBdL6.K.ira}

N

- e . N I L B A

N T A I L O e

Surabava, 1953

Tanda tangan Pemohon
diatas Meterai Rp. 1.000,-
Cap Perusahaan

» m E @ R 2 P P W S E N4 E e

e v e St oy o i e ) G

Jdabatan

WAL IKOTAMADYA KEFPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H.SUNARTO SUMDPRAWIRO



SALINAN LAMPIRAR v : KEPUTUSAN #ALIKDTABADYA KEFALA
* DAERAH TINGKAT 11 GURABAYA
NOMOR  : 32 TAHUN 1995
TANGBAL : 4 APRIL 1995

TATA URUTAN PROSES PENYELSAIAN
PERMOHONAN T1IN MENGIRIKAN RETRIBUSI OANGUNAK (P-INB}

NG.i.. PEMOHON PEMOROSES PENELITIAN PELUMASAN PROSES PENVELESAIAN KETERANGAN

I H 1 RET - IMB v ¥ Vi ¥iI o VIH X

1

1. penouon )D
N — = fAlur

; n o » froses
2, ELOKE? - 1 PIng 144 TEP
; ! 2 3

’ 0 ey s

Banivan

]
3.1 KEPALA DINAS L) inforsasi
aual

3

L

+.| KASuBBAG
- TATA USAHA

o 3.1 KAST PERIIIN-
y AN BANGUNAN

&, [KAST PERETARN
PENDNCAAK DAN
PENGARSIPAR

E:j<——]

7.1 LOKET -
DISPENDA

KASIR

SURAT
INB

g

L e mmmm hm Mt M e o mm mn AL MU Em G mm m% o mE M R e e MM LA s e

o | 8.} LOKET - 11

3. [KAST PENGAMAS
AN & PENERTI ->D
BAN BANGURAK

~e- o mw

i L i { 3 2 2 2 {

NALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT 11 SURABAYA

ttd.

K. SUNARTO SUMOPRANIRG

PROSES.K.irz



